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PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI

KHUSUS PENUGASAN UNTUK PEMBANGUNAN INSTALASI
PENGOLAHAN AIR LIMBAH USAHA SKALA KECIL BIDANG
SANITASI DAN PERLINDUNGAN DAERAH HULU

SUMBER AIR IRIGASI BIDANG IRIGASI

(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I
Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2017, tanggal 31 Janauri 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri
Teknis memiliki kewenangan menyusun Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus;
bahwa adanya perubahan arah kebijakan Dana
Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan menjadi bagian dalam Dana Alokasi Khu-
sus Penugasan Bidang Irigasi dan Dana Alokasi
Khusus Penugasan Bidang Sanitasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Petunjuk Operasional Peng-
gunaan Dana Alokasi Khusus Penugasan untuk
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah
Usaha Skala Kecil Bidang Sanitasi dan Perlindun-
gan Daerah Hulu Sumber Air Irigasi Bidang Irigasi;

Mengingat :

£ s

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang |
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eko- :

sistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

7.

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) seb-

agaimana telah diubah dengan Undang-Undang |

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Per-
aturan Pemerintah Pengganti UndangUndang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas |

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor |

86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang |

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355); '
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 4778);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hid- :
up (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 50589);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor |
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- |
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin-
tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran |

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang °
Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tam- |
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-

mor 5608);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang .
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Tahun 2016 Nomor 240;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 !

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara ,
. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |
: PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGAS- |
AN UNTUK PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLA- |

Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No-
mor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik |

Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 ten-

tang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran |
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4947);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega- |

ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 ten-

tang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuta-
nan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 17);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Dana Alokasi Khusus di Daerah;

. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MEN- |
HUTII/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Keg- '
iatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Re- |
publik Indonesia Tahun 2013 Nomor 173);

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/MEN-
HUTII/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Stan-
dar Penggunaan Hutan di Wilayah Tertentu pada
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kes-
atuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077); _

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehu- :
tanan Nomor P.18/MENLHK-11/2015 tentang Or-
ganisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik In- |
donesia Tahun 2015 Nomor 713); '

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL |

HAN AIR LIMBAH USAHA SKALA KECIL BIDANG
SANITASI DAN PERLINDUNGAN DAERAH HULU
SUMBER AIR IRIGASI BIDANG IRIGASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud |
dengan: |
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana |
Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang
disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
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Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat
DAK adalah dana yang bersumber dari APBN dan
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tu-
juan membantu mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan pri-
oritas nasional.

DAK Penugasan adalah dana yang dialokasikan

untuk kegiatan khusus yang merupakan urusan
daerah dalam rangka pencapaian sasaran pri-
oritas nasional dengan menu yang terbatas dan
lokus yang ditentukan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang

selanjutnya disingkat APBD adalah

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan ditetapkan dengan PeraturanDaerah.

Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik adalah
perangkat untuk memproses atau mengolah sisa/
limbah dari kegiatan masyarakat pada pemuki-
man padat penduduk sehingga layak dibuang ke
media lingkungan hidup atau dimanfaatkan kem-

bali.

Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Ke-
cil, yang selanjutnya disingkat IPAL USK adalah
perangkat untuk memproses atau mengolah Lim-
bah yangdihasilkan dari limbah Usaha Skala Ke-
cil sehingga layak dibuang ke media lingkungan

hidup atau dimanfaatkan kembali.

‘Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat |
DAS adalah suatu wilayah daratan yang meru-
pakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-
anak sungainya, yang berfungsi menampung,
menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari :
curah hujan ke laut secara alami, yang batas di
darat merupakan pemisah topografis dan batas di
laut sampai dengan daerah perairan yang masih

terpengaruh aktivitas daratan.

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan

mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat ling-
kungan hidup termasuk upaya pencegahan keru-
sakan lahan, memberikan perlindungan dan mem-

perbaiki ekosistem.

rencana

untuk

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kesatuan Pengelolaan Hutan, selanjutnya dising-
kat KPH adalah unit pengelolaan hutan sesuai

fungsi pokok dan peruntukkannya, yang dapat |

dikelola secara efisien dan lestari.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati
yang didominasi pepohonan dalam persekutuan
alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain-
nya tidak dapat dipisahkan.

Lahan adalah bagian daratan dari permukaan
bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meli-
puti tanah beserta segenap faktor yang mempen-
garuhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek
geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara ala-
mi maupun akibat pengaruh manusia.

Lahan Kritis adalah lahan yang fungsinya kurang
baik sebagai media produksi untuk menumbuh-

kan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak -

dibudidayakan.
Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang
bertumbuhan pohon-pohon. yang kompak dan

rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada ta-

nah negara maupun tanah hak yang ditetapkan
sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Hutan dan Lahan Kritis adalah hutan dan lahan

vang berada di dalam dan di luar kawasan hutan
yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media
pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan
sehingga menyebabkan terganggunya keseim-
bangan ekosistem DAS.

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mem-
punyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mence-
gah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan
tanah.

Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas

tanah yang dibebani hak milik maupun hak lain-
nya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas
paling sedikit 0,25 ha (dua puluh lima perseratus
hektar), penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan
dan tanaman lainnya lebih dari 50 % (lima puluh
persen}.
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17.

18.

19z

20.

21.

22,

23.

24.

Hutan Mangrove adalah suatu formasi pohon-
pohon yang tumbuh pada tanah alluvial di daerah
pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi
pasang surut air laut.

Hutan Pantai adalah suatu formasi pohon-pohon
yang tumbuh ditepi pantai dan berada diatas garis
pasang tertinggi.

Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlind-
ungan, pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan
fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemam-
puan dan peruntukan lahan untuk mendukung
pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan
yang lestari.

Multi Purpose Trees Species (MPTS) adalah jenis-
jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bu-
kan kayu.

Rehabilitasi Hutan
adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada

Penanaman Pengkayaan
kawasan hutan rawang yang memiliki tegakan
berupa anakan, pancang, tiang dan pohon sejum-
lah 200-700 (dua ratus sampai dengan tujuh ra-
tus) batang/hektar, dengan maksud untuk menin-
gkatkan nilai tegakan hutan baik kualitas maupun
kuantitas sesuai fungsinya.

Pemeliharaan Tanaman adalah perlakuan terha-
dap tanaman dan lingkungannya dalam luasan
dan kurun waktu tertentu agar tanaman tumbuh
sehat dan berkualitas sesuai dengan standar hasil
yang ditentukan.

Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelaja-
ran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar
mereka mau dan mampu menolong dan meng-
organisasikan dirinya dalam mengakses infor-
masi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber
daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan
produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan
kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran
dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pendampingan adalah aktivitas penyuluhan yang

.dilakukan secara terus-menerus pada kegiatan

pembangunan kehutanan untuk meningkatkan
keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan
kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan

25.

26.

27.

28.

29.

30.

i 31.
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masyarakat.
Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang selanjutnya
disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, |
mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan
dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas
dan peranannya dalam mendukung sistem pe- i
nyangga kehidupan tetap terjaga. |
Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan La- :
han, yang selanjutnya disingkat RP RHL adalah
rencana manajemen (management plan) dalam
rangka penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan
lahan sesuai dengan kewenangan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/
Kota sesuai peraturan perundang-undangan. !
Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, |
yang selanjutnya disingkat RTn RHL adalah ren-
cana rehabilitasi hutan dan lahan yang disusun '
pada tahun sebelum kegiatan (T-1) yang bersifat |
operasional berisi lokasi definitif kegiatan rehabili-
tasi hutan dan lahan, volume kegiatan, kebutu- |
han bahan dan upah serta kegiatan pendukung. _
Taman Hutan Raya, yang selanjutnya disebut
Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk
tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang al-
ami atau bukan alami, jenis asli atau bukan jenis |
asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan pene-
litian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang
budidaya tumbuhan dan atau satwa, budaya, |
pariwisata dan rekreasi. i
Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan.Lindung,
yang selanjutnya disebut KPHL adalah organisasi
pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya se-
bagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung
yang dikelola pemerintah daerah. _
Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, '
yang selanjutnya disebut KPHP adalah organisasi
pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya se-
bagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi
yang dikelola pemerintah daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota,
yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota,
adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pen-

.
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gelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota untuk :

kegiatan pembangunan instalasi pengolahan air

limbah usaha skala kecil bidang sanitasi.
32.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang se-

lanjutnya disingkat SKPD Provinsi, adalah SKPD
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang kehutanan Provinsi untuk kegiatan per-
lindungan daerah hulu sumber air irigasi bidang
irigasi.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup

dan kehutanan.

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

L (7)

a. tujuan, sasaran dan komponen DAK Penugasan |

Pembangunan IPAL USK Bidang Sanitasi dan Per-

lindungan Daerah Hulu Sumber Air Irigasi Bidang

Irigasi;
b. perencanaan dan penganggaran;
. ¢. kelembagaan; dan
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB I
TUJUAN, SASARAN, DAN KOMPONEN
Pasal 3
DAK Penugasan Pembangunan IPAL USK Bidang
Sanitasi bertujuan untuk mengendalikan pence-

(Mm

maran lingkungan dari limbah cair untuk men-
dukung peningkatan kualitas air terutama pada

wilayah yang berada pada 15 (lima belas) DAS

Prioritas Nasional.
(2) Sasaran DAK Penugasan Pembangunan IPAL USK
' Bidang Sanitasi yaitu berkurangnya pencemaran
dari limbah cair dan sampah yang masuk ke ling-
kungan terutama wilayah yang berada pada 15
(lima belas) DAS prioritas nasional.
Komponen/Sub Kegiatan dalam DAK Penugasan
Pembangunan IPAL USK Bidang Sanitasiterdiri
dari Pembangunan IPAL USK IPAL Batik, IPAL Di-

gester Ternak dan IPAL Usaha Tahu.

(3)

(4) Kegiatan, spesifiksasi dan tata cara pelaksanaan

DAK Penugasan Pembangunan IPAL USK Bidang f
Sanitasi tercantum dalam Lampiran | yang meru- |

pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(5)

Irigasi Bidang Irigasi bertujuan untuk memulihkan
kesehatan atau meningkatkan daya dukung dan

daya tampung DAS yang merupakan hulu pada
daerah Irigasi.
(6)

ber Air Irigasi Bidang Irigasi untuk meningkatkan

daya dukung dan daya tampung DAS dan pening-

katan tangkapan air pada kawasan Hulu Daerah

Irigasi di 15 {lima belas) DAS Prioritas Nasional.

Komponen Kegiatan dalam DAK Penugasan Per-

lindungan Hulu Sumber Air Irigasi Bidang Irigasib-

erupakegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

(8)
DAK Penugasan Perlindundan Hulu Sumber Air
Irigasi Bidang Irigasi tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariP-
eraturan Menteri ini.

Pasal 4
15 {lima bglas) DAS Prioritas Nasional seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2),

. dan ayat (5) meliputi DAS Citarum, DAS Ciliwung, |
'; DAS Cisadane, DAS Serayu, DAS Solo, DAS Brantas,

DAS Asahan Toba, DAS Siak, DAS Musi, DAS Way
Sekampung, DAS Jeneberang, DAS Saddang, DAS
Moyo, DAS Limboto-Bone Bolango, dan DAS Kapuas.

BAGIAN IV
LOKASI
Pasal 5
(1) Penyelenggaraan DAK Penugasan Pembangunan

IPAL USK Bidang Sanitasi dilaksanakan pada lo- ;
kasi daerah usaha skala kecil yang berada pada |

wilayah 15 (lima belas) DAS Prioritas Nasional.
(2) Penyelenggaraan DAK Penugasan Perlindun-
gan Hulu Sumber Air Irigasi Bidang lIrigasi dilak-

sanakan pada lokasi 15 (lima belas) DAS Prioritas
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

LM

Nasional yang merupakan daerah hulu sumber air

irigasi.

BAB V
KELEMBAGAAN
Pasal 6

DAK Penugasan Pembangunan IPAL USK Bidang
Sanitasi diselenggarakan oleh SKPD Kabupaten/ .
kota yang diserahi tugas dan wewenang serta

bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

DAK Penugasan Perlindungan Hulu Sumber Air
Irigasi Bidang Irigasi diselenggarakan oleh SKPD
Provinsi yang diserahi tugas dan wewenang serta

bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Perencanaan penggunaan DAK Penugasan Pem-
bangunan IPAL USK Bidang Sanitasi dan Perlind-
ungan Hulu Sumber Air Irigasi Bidang lIrigasi di
pusat dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal :
c.q. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan.

Aspek pelaksanaan teknis DAK Penugasan Pem-
bangunan IPAL USK Bidang Sanitasi dikoordina-
sikan dengan Direktorat Jenderal Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Aspek pelaksanaan teknis DAK Penugasan Per- |
lindungan Hulu Sumber Air Irigasi Bidang Irigasi
dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pengen-

dalian DAS dan Hutan Lindung.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Ling-
kungan Hidup dan Kehutanan melakukan pembi-

naan teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan :

IPAL USK Bidang Sanitasidan Perlindungan Hulu
Sumber Air Irigasi Bidang Irigasi dalam hal peren-
canaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan.

BAB VI :

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 7
evaluasi DAK
Penugasan Pembangunan IPAL USK Bidang Sani-
tasi dan Perlindungan Hulu Sumber Air Irigasi
Bidang Irigasi di Pusat dikoordinasikan oleh Sek-
retariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan Kement-

erian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pemantauan, dan pelaporan
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(2) Kepala SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi mem-
punyai kewajiban untuk menyusun laporan pelak-
sanaan kegiatan DAK yang terdiri atas : ;
a. laporan triwulan kemajuan pelaksanaan keg-

iatan, dan serapan anggaran DAK; dan '
b. laporan akhir capaian pelaksanaan kegiatan.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dilaksanakan dengan menggunak-

an sistem pelaporan secara on-line pemantauan |

dan evaluasi {(e-monev).

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pen-
empatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. '

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2017
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
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pada tanggal 7 Februari 2017
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